BUPATI DAIRI

Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR |5 TAHUN 2007

TENTANG
LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GAIRI,

3. bahwa dalam rangka tertit administrasi, keresmian pemberlakuan,
daya ikat dan pengumuman kepada masyarakal atas produk bukum
deergh, periu dilakukan penyeragaman pengundangan produk
hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf &, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Dairl tentang Lembaran Daerah dan
Berita Daerah.

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 11 Dald (Lembaran Negara Tehun 1884 Nomor @,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688},

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 {entang Pembentukan
Paraturan Psrundeng-undangan (Lemberan Megara Tahun 2004
Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Momor 125, Tembahan
Lambaran Megara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomer 3 Tahun
2005 tentang Perubehan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambshan Lembaran Negara
Nomor 4493) yang telah di tetapkan dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor A548BY.

4 Paraturan Psmerintah Nomor 72 Tehun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2005 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587},

5 Peraturan Presiden Republik \ndonesia Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebariuasan
Paraturan Perundang-Undangan;

6 Peratursn Menteri Datam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Jenis dan Bentuk Produk Hukum Dasrah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 186 Tahun 2006 tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
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8. Peraturan Menteri Delem Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tenlang .

Ler‘nbar;n Daerah dan Berila Daerah;

9. Peraturan Bupati Daifl Nomor 1} Tahun 2007 tantang Jenis dan
Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Dasrah Kabupaten Dairi
Tahun 2007 Nomor {3.);

10. Peraturan Bupa¥ Dairi Nomor J4 Tahun 2007 tentang Prosedur
Panyusunan Produk Hukum Dserah (Berita Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2007 Nomoer 14.);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBARAN DAERAH DAN BERITA
DAERAH.
BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksug dengan -

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;

Bupati adalah Bupati Dalri;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dalri;

Lembaran Daerah adatah Penerbitan Resmi Pemerintah Dasrah yang digunakan
untuk Mengundangkan Feraturan Daerabh;

& ‘Berita Daerah adatah Penerbitan Resmi Pemerintah Daerah yang digunakan unluk
mengumumkan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Peraluran Desa,

7. Peraluran Dasrah adalah Produk Hukum Deerah yang mengatur urussen olonomi
daerah dan lugss pembantuan serta panjabaran lebih lanjut peraturan perundang-
undangan yang febih tinggl yang ditelapkan oreh Bupati dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Peraturan Bupali adaiah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan
untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnys
mengatur (Regsling);
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9. Peraturan Bersama Bupati adalah Peraturan Perundand-undangan yang dibuat oleh
Bupati sebagai pihak 'pemrakarsa dengsn pihgk Pemeritgh Caerah lain untuk
mengatur sesuatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama;

10, Peraluran (Jésa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuatl oleh Kepala
Desa bersama-sama dengan Badan Parmusyawaratan Desa;

1. Pengundangan adalah Perempatan Peraturan Perundang-undangen dalam Lembaran
Daerah, Tambahan Lambaran Daerah atau Berita Daerah.

BABI
LEMBARAN DAERAH DAN
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 2

{1} Peraturan Daerab yang telah ditetapkan, diundangkan dalam !embaran daarah oleh
Sekretaris Daerah;
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{2) Lembaran Daersh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan rasmi
pemeriniah daerah; '

{3) Penerbitan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) merupakan pembaritahuan
secara forma! suatu Peraturan Daerah sehingga mempunysi daya kal lerhadap
masyarakat.-

Pasal 3

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat {1) yang mempunyai
perjelasan ditempatken dalam tambahan lembaran daerah;

BAB I
BERITA DAERAH

Pasal 4 -

(1} Peraturan Bupati, Pergturan . Barsama Bupet dan Peraturan Desa yang telah
ditetapkan diundangkan dalam berita daerah oleh Sekretaris Daerah;
~{2) Pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
didelegasikan kepada Sekretaris Desa;
{3) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} merupakan panerbitan rasmi

pemearintah daerah;
{4) Penerbitan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pamberitahuan
Paraturen Bupatl, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan Desa kepada masyarakat.

BAB IV
TATA CARA PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN

Pasal &

Pamerintah Daesrah  menarbitkan lembaran dserah dan berlta deerah  untuk
meangundangkan dan mengumumkan Paraturan Daerah, Paraturan Bupat], Faraturan

Bersama Bupati dan Peraturan Desa.
Pasal 6

Pencataten penjelasan atas Paraturan Daerah dalam tambahan lembaran daerah, same
dengan pengundangan Peraturan Daerah.

Pasal 7

{1} Pejabal yang berwenang mengundangkan dan mengumumkan Peraturan Daerah
Paraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan Desa ditakukan ole!

Sekretaris Daerah;
{2} Pengumuman Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupali dai
Peralurann Desa dapat didelegasikan kepada Asisten yang meambidangi hukum,

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pengumuman peraturan Daergh, Peraturan Bupatl, Peraturan Bersam
Bupati dan Peraturan Desa, diselgnggarakan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretarii

Daerah;
(2) Pelaksanaan pengumuman Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat {1) dapi

didelagasikan kepada Sekretaris Desga.
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BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan di tetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dairi Momor 13
Tahun 2005 tentang Pedoman Tatg Naskah Dinas di Lingkungan Pemerinlah Kabupaten
Bairi yang bertentangan, dinyatekan tidek barfaku lagi.

Pasal 10

»
‘Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggef diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dangan penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Diundangkan di Sidikalang
ertereagal 12 rlgewber 2007
&, et ey
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